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ABSTRACT

Environmental issue such as deforestation is one of serious threats toward national development.
Especially for Indonesia as developing country. Society does not have power to fight the palm oil
exploitation in Sambas District, West Kalimantan. Awareness-Raising as empowerment so that
people have power against deforestation issue in Sambas. Advocacy helps people to gain their
rights back on environment-based education against deforestation through forest conservation
learning at school. The effort is a political act to influence people and government. The efforts as a
bottom-up approach through the green schools in Sambas. This research aims to describe the
effort undertaken by World Vision as INGO helped forests conservation in Sambas, West

Kalimantan.
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PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia menjadi potensi
besar sebagai paru-paru dunia, berdasarkan
data Food and Agriculture Organization
(2015) luas wilayah hutan tropis terbesar
ketiga setelah Zaire dan Brazil. Namun
dengan luas tersebut tidak diimbangi dengan
usaha pelestariannya, sehingga sejak 2009-
2013 Indonesia kehilangan wilayah hutan
mencapai 1 juta Hektar (Listiya, T., 2015).
Hilangnya luas wilayah hutan dikarenakan
deforestasi  (kerusakan hutan) sebagai
konversi kawasan lahan produksi untuk
kepentingan sektor non-kehutanan seperti
perkebunan kelapa sawit (Hidayat, H., 2011:
88). Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah
satu  provinsi terbesar di  Indonesia
mengalami deforestasi yang
mengkhawatirkan dikarenakan setiap
tahunnya terjadi penyempitan wilayah
tutupan hutan sekitar 427.000 Ha Forest
Watch Indonesia (2014). Terdapat izin
eksploitasi kelapa sawit dari negara yang

diberikan oleh pemerintah membuat semakin
mendesak kebutuhan masyarakat terhadap
lahan bertani dan pemanfaatan hasil hutan
(Kompas, 2014).

Berdasarkan pemaparan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
(Kemsos RI) bahwa deforestasi dari ekspansi
perkebunan kelapa sawit berdampak pada
mata pencaharian masyarakat yang semakin
minim di Kabupaten Sambas (Huruswati, .,
dkk, 2012). Masyarakat tidak memiliki daya
dalam menghadapi kekuatan perkebunan
kelapa sawit. Huruswati (2012)
mengungkapkan hal tersebut disebabkan
minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) karena pendidikan yang minim di
Kabupaten Sambas, sehingga pekerjaan
seperti buruh kelapa sawit menjadi mata
pencaharian utama tanpa memikirkan
dampak kedepan bagi masyarakat. Indonesia
memiliki arah  pembangunan  dengan
mencanangkan pendidikan lingkungan
sebagai kebijakan nasional dan organisasi



non-pemerintah di Indonesia  dapat
berkontribusi mengembangkan pendidikan
lingkungan hingga tingkat Kabupaten.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis
untuk mengetahui upaya World Vision di
Indonesia dalam pelestarian hutan di
Kabupaten Sambas melalui sekolah hijau
yang ditujukan pendidikan lingkungan bagi
anak usia dini sebagai pemberdayaan
masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA
Politik Lingkungan

Paterson (2000, dalam Hidayat H,
2011: 8-9, 20) mengungkapkan politik
lingkungan merupakan suatu pendekatan
yang menggabungkan permasalahan
lingkungan dengan politik ekonomi. Paterson
(dalam Haynes et.al., 2006) menjelaskan
bahwa munculnya aktor-aktor baru di kancah
internasional melalui hubungan masyarakat
global seperti Non-Governmental
Organization  (NGO), berguna  untuk
memecahkan sifat eksklusif Negara. Isu
lingkungan dapat masuk mempengaruhi
kebijakan melalui gerakan kepedulian atau
pelestarian terhadap lingkungan yang
semakin rusak (green politics). Green politic
memperhatikan isu ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sehingga menggagas pembangunan
berkelanjutan yang bertujuan agar terdapat
keseimbangan antara lingkungan dengan
pertumbuhan ekonomi dalam menangani
kemiskinan serta kelaparan (Steans &
Pettiford, 2005: 382 dalam Ikbar, Y., 2014).

Willetts (2011) mengungkapkan NGO
mulai menyadari perlunya berkontribusi untuk
merubah pemikiran bahwa pembangunan
seharusnya memprioritas keterlibatan
masyarakat sipil pada setiap perencanaan.
Pemikiran tersebut terkait pemberdayaan
(empowerment) memberikan posisi
masyarakat dalam  perencanaan dan
pelaksanaan program pembangunan melalui
inisiatif lokal dengan mencari fenomena
permasalahan seperti kemiskinan (Sulistiyani
A. T., 2007). NGO melihat akibat deforestasi
membuat melemahnya kontribusi masyarakat
lokal dalam sektor ekonomi dan

mengakibatkan menurunnya kesejahteraan
(Hidayat H, 2011: 17).

Indonesia mencanangkan pendidikan
lingkungan melalui program Adiwiyata
(sekolah hijau) dan NGO dapat menjadi mitra
untuk implementasinya. Hal ini mendorong
peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat secara khusus warga sekolah
agar diupayakan pelestarian lingkungan
hidup sehingga bermanfaat bagi kepentingan
generasi sekarang maupun mendatang
(Salim, E., 2005).

Non-Governmental Organization

Terdapat pendekatan untuk melihat
arah hubungan NGO dengan aktor negara,
seperti  Bottom-up merupakan hubungan
pengaruh NGO kepada negara dengan
tujuan meningkatkan kehidupan manusia.
NGO memiliki program yang dikerjakan
bersama masyarakat untuk pengembangan
kemampuan atau kapasitas mereka sebagai
fokus dalam proses pendekatan Bottom-up
(Ulleberg, 2009). Menurut Sutomo (1998),
intervensi lebih difokuskan sebagai bagian
enabling process atau upaya pengembangan

kapasitas masyarakat. Menurut
Sumodiningrat (2002) Enabling process
merupakan upaya pemberdayaan

masyarakat untuk membangun daya atau
kemampuan melalui pengembangan potensi.
Ife (1995) mengungkapkan bahwa
pemberdayaan juga merupakan proses
membantu masyarakat tertinggal dengan
cara mendidik, menggunakan lobi, memakai
media dan terlibat dalam aksi politik dan
sebagainya. bahwa intervensi NGO dilakukan
melalui pengembangan kapasitas
masyarakat lokal dengan cara peningkatan
kesadaran masyarakat sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat dan merupakan
proses pendekatan Bottom-up.

UNESCAP  (2000) menjelaskan
bahwa NGO memiliki fungsi penting untuk
meningkatkan kepedulian lingkungan melalui
kesadaran terhadap isu lingkungan serta
menjalankan program pembangunan
berkelanjutan. Berikut fungsi yang dijalankan
dari NGO seperti Awareness — Raising,
Campaigning and Advocacy; Education,
Training and Capacity Building; Goverment
and NGO Partnership.



METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif ~ kualitatif. =~ Dilakukan  secara
deskriptif dengan maksud memberikan
gambaran mengenai upaya atau usaha yang
dilakukan World Vision. Jenis data yang
digunakan oleh peneliti berdasarkan sumber
adalah data tidak langsung yang dilakukan
dengan studi dokumen. Library Research
atau studi pustaka merupakan teknik
pengumpulan data melalui data sekunder
yakni dokumentasi resmi yang berkaitan
dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sambas sejak tahun 2010
memiliki kawasan hutan seluas 193.375 Ha,
dan terus mengalami deforestasi akibat
pengembangan perkebunan kelapa sawit
hingga 80.000 hektar pada Tahun 2014. Izin
pengalihan lahan hutan membuat semakin
mendesaknya kebutuhan masyarakat
terhadap lahan bertani dan pemanfaatan
hasil hutan. Pekerjaan yang hanya bertaraf
petani kecil tradisional membuat semakin
minimnya  kesempatan mereka  untuk
berpartisipasi dalam mengelola  dan
melestarikan hutan (REDD, 2014). Hal
tersebut dirasa karena masih terbatas atau
minimnya kapasitas SDM karena rendah
tingkat  pendidikan dan  keterampilan
penduduk berusia produktif.

Kecamatan Sajingan Besar sebagai
contoh, mayoritas usia produktif penduduk
merupakan tamatan Sekolah Dasar sehingga
tidak mengherankan bila mata pencaharian
penduduk hanya pekerjaan informal seperti
buruh kelapa sawit. Hal ini berpengaruh pada
ketidakmampuan pengelolaan sumber daya
di lingkungan sekitar (Huruswati, 1., dkk,
2012: 55-56). Pemerintah melalui tim
evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial
mengungkapkan bahwa hingga tahun 2012,
masih belum mengikutsertakan masyarakat
dalam perencanaan program pembangunan
di daerah Sambas.

Freddy H. Tulung (2002, dalam Tuijl,
P.V., dkk, 2005) mengungkapkan pemerintah
melihat peranan NGO diperlukan guna
mendorong  inisiatif masyarakat yang
independen untuk berpartisipasi aktif dalam

program-program pemerintah melalui
peningkatan kapasitas masyarakat. World
Vision sebagai NGO merupakan lembaga
perwakilan di Indonesia karena memiliki
badan hukum terpisah dan dewan nasional
tersendiri (World Vision International, 2011).
Peraturan di Indonesia tentang organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum
sebelumnya sudah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata nomor 365
sebagai yayasan. Walaupun peraturan
yayasan diadopsi dari Kolonial Belanda
namun telah diperkuat dari putusan
Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 untuk
menetapkan yayasan merupakan badan
hukum.

Awareness-Raising, Campaigning and
Advocacy

Upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai kondisi lingkungan
merupakan usaha yang dilakukan NGO untuk
berpartisipasi dan mendukung program
pembangunan berkelanjutan. Sejak Tahun
2007, penelitian yang dilakukan perwakilan
World Vision telah dilakukan pada tiga
daerah tersebut berdasarkan rekomendasi
dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas
(Nadie, 2008). Beberapa anak-anak yang
berhenti sekolah memiliki orang tua yang
masih bisa menyekolahkan mereka, namun
lebih memilih sebagai buruh di perkebunan
kelapa sawit. Hal ini diakibatkan oleh
minimnya tenaga pengajar secara kualitas
dan kuantitas hingga fasilitas belajar belum
memadai (wahyuni, A., 2013).

Kementerian Sosial mengungkapkan
bahwa tamatan SD merupakan tingkat
pendidikan yang dominan di masyarakat
Kecamatan Sajingan Besar. Berdasarkan
data tamatan sekolah lanjut pertama maupun
atas, sekitar 980-990 memperlihatkan lebih
dari setengah jumlah yang bersekolah dasar
(SD) tidak melanjutkan ketingkat pendidikan
selanjutnya. Kementerian  Sosial  juga
mengungkapkan bahwa dengan penduduk
usia produktif yang didominan masyarakat
berpendidikan tamatan SD maka tidak
mengejutkan mata pencaharian paling
banyak menjadi buruh seperti di perkebunan
kelapa sawit (Huruswati, I., dkk, 2012).



Pemerintahan Indonesia dalam hal
ini pemerintah daerah yakni Bupati Sambas
yang telah merekomendasikan World Vision
untuk melakukan penelitian di tiga wilayah,
mengakui kondisi dari dampak lingkungan
dan minimnya kapabilitas tenaga pendidik.
Hal ini juga disadari oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas bahwa masih minimnya
kualitas maupun kuantitas tenaga pendidik
(Wahyuni, 2013).

Indonesia ikut berpartisipasi untuk
menerapkan Education for Sustainable
Development (ESD) yang dicanangkan PBB
sejak 2005-2014 di berbagai daerah. Namun,
kondisi yang dialami oleh pemerintah adalah
ESD belum teritegrasi dengan kondisi
belajar-mengajar di sekolah-sekolah
dikarenakan  guru-guru tidak  memiliki
pengatahuan dan  ketrampilan dalam
mengimplementasikannya (UNESCO, 2011).
Pemberitaan media massa lokal tentang
penelitian World Vision menemukan bahwa
fokus permasalahan lingkungan berada pada
kapasitas guru-guru di tiga lokasi. Hal ini
selaras dengan kendala yang dialami oleh
pemerintah Indonesia karena tenaga pendidik
tidak memiliki keterampilan dan kemampuan
dalam penerapan ESD.

Guna mencapai perencanaan
pemerintah dalam pencapaian pendidikan
pembangunan berkelanjutan maka World
Vision melakukan pertemuan forum anak di
desa-desa dan juga seminar di daerah
Sambas untuk meningkatkan kesadaran
serta partisipasi anak-anak mengenai kondisi
lingkungan.  Pertemuan-pertemuan yang
dilakukan guna mensosialisasikan
pendekatan pendidikan lingkungan kepada
anak-anak  untuk terlibat melindungi
lingkungan dari kerusakan hutan. Tahun
2010, World Vision juga mengirim sepuluh
tenaga pendidik ke daerah Sanggau untuk
memperkenalkan pendekatan PAKEM
(Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan). Dinas pendidikan Sambas
sebagai lembaga pemerintah menyampaikan
bahwa metode PAKEM dapat diterapkan oleh
World Vision membuat para pelajar untuk
kembali semangat bersekolah.

Tiga sekolah yang dijadikan model
sekolah hijau yakni SDN 07 Sasak, SDN 01
Aruk dan SDN 03 Sajingan Besar berada
pada daerah yang sangat mengkhawatirkan

atau darurat karena berada di wilayah yang
mengalami permasalahan hutan.
Berdasarkan data dari RPJMD kabupaten
Sambas, bahwa ketiga sekolah tersebut
berada di kecamatan Sajingan Besar.
Menurut Huruswati (2012) bersama tim
peneliti program pembangunan
kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial
Republik Indonesia mengungkapkan bahwa
masyarakat Kecamatan Sajingan didominasi
oleh suku Dayak yang memanfaatkan hasil
hutan. Mereka yang terbiasa dengan sistem
pertanian lahan berpindah untuk
memanfaatkan kawasan hutan tidak mampu
lagi bercocok tanam tanaman produktif
karena lahan semakin menyempit untuk
perkebunan kelapa sawit. Bila hal ini tidak
ditangani atau diminimalisir resikonya, maka
masyarakat Sambas seperti di Sajingan
Besar tidak mampu melindungi dan
melestarikan kawasan hutan bagi anak cucu
mereka.

Sekolah hijau merupakan bentuk
pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi
lingkungan sekitar anak-anak tersebut
sehingga mereka menjadi nyaman belajar.
Berdasarkan manfaat taman jenis tanaman
hutan di sekolah hijau dapat membuat
masyarakat di Sambas sadar dalam
melestarikan hutan. Selain itu juga memberi
nilai ekonomis untuk meningkatkan
kesejahteraan dari  semikin  minimnya
pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten
Sambas karena banyak masyarakat yang
bekerja menjadi buruh sawit. Pembuatan
taman di sekolah hijau World Vision sebagai
kegiatan metode pembelajaran PAKEM untuk
menyadarkan siswa secara langsung dalam
memahami dan menemukan cara mengatasi
masalah hutan.

Program sekolah hijau adiwiyata
diadopsi oleh  World Vision dalam
mengembangkan sekolah hijau di Sambas.
Terdapat kebijakan dalam pelaksanaan
kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan
lingkungan  berbasis  partisipatif  serta
pengelolaan sarana ramah lingkungan
(Canadian Coalition on Climage Change
Development, 2013). Pelaksanaan
Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAKEM) sebagai wujud
kurikulum berbasis lingkungan merupakan
implementasi ESD.



Hambatan yang dihadapi World
Vision dalam memberikan kesadaran
mengenai pendidikan lingkungan melalui
sekolah hijau adalah minimnya kualitas guru
berpendidikan S-1 keatas (RPJMD, 2011: 48-
50). Oleh karena itu yang dilakukan World
Vision dalam menghadapi kendala tersebut
adalah membentuk tim sosialisasi program
sekolah hijau guna memberikan pelatihan
dan keterampilan kepada guru-guru di daerah
yang belum terjangkau seperti di Teluk
Keramat, Sambas. Kendala lain dalam
peningkatan kesadaran masyarakat adalah
minimnya informasi tentang isu publik.
Sulitnya  penjangkauan informasi yang
didapatkan oleh para jurnalis karena
minimnya akses ke daerah tertinggal seperti
di Sambas. World Vision membentuk
lokakarya guna memfasilitasi dan
memberikan wawasan kepada para jurnalis
tentang program pembangunan berkelanjutan
(Borneo Tribune, 2013).

Pendekatan pendidikan lingkungan
melalui sekolah hijau merupakan politik
lingkungan (green politic) yang dilakukan oleh
NGO seperti World Vision di Kabupaten
Sambas. Politik lingkungan bukan hanya
mempengaruhi masyarakat setempat untuk
terlibat  melestarikan  lingkungan  dari
kerusakan hutan namun juga meningkatkan
kondisi ekonomi melalui penanaman jenis
vegetasi hutan yang dapat diproduksi.

Kampanye merupakan upaya yang
dilakukan oleh NGO dalam membangun
hubungan antara masyarakat dengan
kebijakan pemerintah. Penyuaraan NGO
digunakan untuk mendorong masyarakat
agar mendukung program yang direncanakan
melalui media, televisi, surat kabar dan
majalah. Kegiatan penyuaraan seperti
kampanye “Dengar Anak” Tahun 2006 yang
yang diikuti oleh Badan PBB, lembaga
pemerintahan dan beberapa NGO memiliki
tujuan menyadarkan masyarakat untuk
mementingkan perlindungan hak anak dan
juga mendorong partisipasi anak dalam
proses pengambilan kebijakan (Wicaksono,
W. A., 2006). Kampanye tersebut merupakan
upaya mendorong partisipasi masyarakat
untuk meminta komitmen Indonesia dalam
konvensi hak anak PBB. Pemberian
pendidikan dasar secara utuh sebagai
pencapaian perlindungan hak anak pada
berbagai wilayah seperti di Sambas.

Kampanye yang dilakukan melalui
media massa lokal memberi dampak kepada
Bupati Sambas saat itu yakni Bapak
Burhanuddin A Rasyid meminta pemerintah
pusat memperhatikan masyarakat Sambas
dalam hal kondisi pendidikan (wahyuni,
2013). Penyuaraan tersebut juga membuat
Dinas Pendidikan Sambas mendukung
metode PAKEM digunakan sebagai cara
membuat anak-anak kembali semangat
bersekolah. World Vision memfasilitasi
hubungan masyarakat dengan Kementerian
Pendidikan Nasional melalui Forum
Pemimpin Muda (FPMN) 2010. Para anak-
anak dari FPMN meminta Kementerian
Pendidikan  Nasional untuk  meninjau
kurikulum pendidikan yang sesuai dengan
kondisi setiap daerah (Margianto, H, 2010).

Berdasarkan forum diatas,
pemerintah memberikan kewenangan kepada
setiap daerah untuk merancang kurikulum
sesuai dengan kondisi daerah. World Vision
dapat berkontribusi di Sambas melalui
pemberian rekomendasi kurikulum ketika
mengadakan seminar dengan Kemendiknas
yang kemudian dapat bekerja sama dengan
Dinas Pendidikan di Kabupaten Sambas
(UNFGI, 2014).

Kampanye lainnya, World Vision
membangun kesadaran masyarakat terhadap
kelestarian hutan berdasarkan nilai kearifan
lokal. Masyarakat Sambas yang didominasi
suku Dayak sangat menghargai lingkungan
alam seperti hutan. Menurut Priyadi dkk
(1997: 27-30 dalam Seli, S., 2009) bahwa
nilai adat masyarakat Dayak terdiri dari Adil
ka' talino; Bacuramin ka' saruga; Basengat
ka’ jubata. Pengertian Adil ka’ talino yakni adil
terhadap sesama manusia. Bacuramin ka’
saruga Yyaitu bercermin ke surga dengan
maksud bahwa perbuatan adil dengan
sesama makhluk hidup menjadi jalan ke
surga. Basengat ka’ Jubata berarti kehidupan
yang bergantung kepada Tuhan Maha Esa.
Nilai adat tersebut menjadi kebiasaan
masyarakat dayak untuk adil terhadap
sesama dan makhluk hidup. Hutan menjadi
wadah mereka untuk bertahan hidup
menjalankan nilai kebiasaan tersebut seperti
bertani dari hasil hutan secara bergotong-
royong. Nilai kebiasaan tersebut turun-
temurun dilakukan oleh anak cucu mereka.
Dengan kata lain, menjaga lingkungan
merupakan perbuatan adil terhadap sesama



makhluk hidup melalui semangat gotong-
royong.

Proses pembelajaran melalui nilai
gotong royong untuk mempertahankan
kearifan lokal kepada para pendidik dan
anak-anak di sekolah agar sadar menjaga
kelestarian hutan. Mereka diajarkan sebagai
‘Tree-Guarding Knights’ untuk mengelola
bersama taman jenis pohon hutan seperti
mahoni dan trembesi. Pengelolaan dilakukan
dengan membagi siswa dan guru pada
beberapa bidang seperti mempersiapkan
tanah, mengumpul air, dan menyiapkan bibit
jenis pohon hutan (Lumbanraja, L., 2013).
Hal ini menjadi pembelajaran efektif dari
PAKEM untuk menyadarkan warga sekolah
tidak menghilangkan kearifan lokal yakni
semangat gotong royong yang dimiliki suku
Dayak.

World Vision memiliki status General
Consultative  (konsultatif umum) dapat
berkontribusi untuk memberikan
pertimbangan kepada dewan ekonomi dan
sosial PBB beserta badan bawahannya
berdasarkan  fungsi yang  dijalankan
(ECOSOC, 1996). Berdasarkan status
tersebut NGO juga dapat berpengaruh
terhadap proses pelaksanaan pembangunan
nasional. Hal ini juga diungkapkan
pemerintah Indonesia bahwa kedudukan
NGO sebagai status konsultatif dapat
mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Upaya advokasi World Vision
dilakukan di Indonesia bersama dengan
perhimpunan INGO. Indonesia melakukan
ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang
diadopsi dari PBB pada tahun 1992,
Indonesia  tidak  memberikan  laporan
beberapa periode dalam pelaksanaan KHA
dan kemudian World Vision membuat serta
menyerahkan laporan alternatif sebagai
bahan pertimbangan kepada konvensi hak
anak PBB. Laporan tersebut juga diambil
berdasarkan kondisi masyarakat seperti di
daerah Sambas sebagai wilayah yang
memiliki permasalahan deforestasi.
Permintaan yang diajukan adalah mendesak
pemerintah  agar segera menetapkan
kebijakan menjamin hak pendidikan bagi
setiap anak yang tinggal di Indonesia.
Pemerintah meninjau kembali kurikulum di
sekolah dan kebijakan lainnya terkait
pendidikan untuk pemenuhan hak pendidikan

anak Indonesia menyesuaikan kondisi
lingkungannya (Save the Children, 2010).

Advokasi oleh World Vision dan NGO
lainnya melalui laporan alternatif dapat
memberikan pertimbangan kepada Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB. Kemudian
UNESCO menyelenggarakan  World
Conference on Education for Sustainable
Development Tahun 2009 yang
menghasilkan  Deklarasi Bonn. Melalui
Deklarasi Bonn, setiap negara salah satunya
Indonesia harus mengintegrasikan konsep
Education for Sustainable Development ke
dalam sistem pendidikan, pengembangan
guru dan kurikulum. Deklarasi tersebut juga
menempatkan NGO untuk memiliki posisi
dalam mendukung negara dalam
mengimplementasikan  aktivitas ESD  di
berbagai daerah (UNESCO, 2009).

Program pemerintah yakni Adiwiyata
sebagai landasan sekolah hijau menjadi
wujud operasional dari pendidikan lingkungan
untuk meningkatkan kesadaran sumber daya
manusia dan mempertahankan fungsi
lingkungan yang berkelanjutan (UNESCO,
2011 : 16-19). Berdasarkan Deklarasi Bonn,
NGO dapat menjadi mitra pemerintah di
Indonesia untuk mendukung implementasi
sekolah hijau hingga tingkat Kabupaten
berdasarkan prinsip program Adiwiyata
(kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Walaupun NGO seperti World Vision
tidak berpengaruh secara langsung kepada
pemerintah, namun advokasi yang dilakukan
memberikan posisi masyarakat dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Laporan alternatif
tersebut sebagai penyebaran informasi untuk
badan pertimbangan PBB tentang kondisi
hak anak seperti di Sambas yang mengalami
dampak deforestasi. Hal tersebut juga dapat
menjadi pertimbangan pemerintah untuk
sadar menjaga citra baiknya di luar maupun
di dalam negara secara khusus dalam
penerapan ESD.

Kampanye sebagai bagian dari
advokasi, juga dilakukan untuk penyuaraan
kepentingan seperti pertemuan FPMN
dengan Kemendiknas guna mendorong
partisipasi anak dalam  perencanaan
pendidikan kontektual sesuai komitmen
kebijakan.  Penyuaraan lainnya  untuk
pengembangan kapasitas masyarakat sejak
usia dini melalui kesadaran pelestarian hutan



berdasarkan nilai lokal melalui penanaman
vegetasi hutan. Advokasi yang dilakukan
World Vision merupakan proses
pemberdayaan untuk membangun daya atau
kemampuan potensi lokal. Bersama para
tenaga pendidik Sekolah Dasar
mensosialisasikan pelestarian hutan kepada
anak-anak sekolah dasar guna menanamkan
nilai kepedulian lingkungan. Penyuaraan
kepentingan masyarakat merupakan
Enabling Process sebagai upaya
pemberdayaan untuk membantu masyarakat
Sambas memiliki haknya kembali sebagai
bagian penyelenggaraan negara.

Education, Training and Capacity
Building

Hal ini dimulai dengan meningkatkan
kapasitas atau kemampuan sumber daya
manusia yakni kepada para pengajar. Tahun
2010, para pengajar diperkenalkan terlebih
dahulu mengenai metode PAKEM di daerah
Sanggau. Kemudian pelatihan petama tahun
2011, para pengajar dilatih  untuk
mengembangkan pemahaman dan
kemampuan dalam memberikan manfaat
menjaga lingkungan kepada peserta didik.
Tujuannya agar mereka dapat berperan aktif
dan kreatif dalam mengembangkan metode
pembelajaran seperti penggunaan sumber
daya lokal yang kemudian dibuat dalam
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau
RPP sebagai fokus para pengajar (Wibowo,
l., 2014).

Hingga Tahun 2013, World Vision
membentuk Training of Trainer (ToT) sebagai
upaya peningkatan kepasitas masyarakat
sekolah melalui tim sosialisasi program
sekolah hijau ke wilayah lain di Sambas yang
berasal dari para pengajar yang terlebih
dahulu mendapatkan pelatihan sejak Tahun
2011 (Sinambela, S., 2014). Tahun 2013,
World Vision mensosialisasikan pelestarian
hutan melalui kegiatan penanaman bibit jenis
tanaman hutan seperti mahoni, trembesi dan
lainnya. NGO tersebut juga melakukan
lokakarya di Bappeda Kalimantan Barat untuk
memperkenalkan metode pendidikan
lingkungan agar dapat menjadi contoh di
sekolah-sekolah lain (volare, 2013).

Tim sosialisasi program Sekolah
Hijau juga memberi dampak implementasi

kepada sekolah-sekolah di Teluk Keramat
seperti peserta  didik  yang dapat
mensosialisasikan metode pembelajaran
yang didapatkan dalam memanfaatkan
barang bekas atau sulit terurai. Pendidikan
lingkungan telah menyadarkan dan
mendorong partisipasi masyarakat sekolah
untuk ikut melindungi dan melestarikan hutan
di daerah Sambas (Lele, B., 2014). Upaya
dalam penanaman nilai kepedulian
lingkungan melalui pendidikan tidak dapat
dilakukan secara langsung tanpa adanya
dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu,
upaya kemitraan dengan pemerintah menjadi
penting bagi World Vision untuk melakukan
pelestarian hutan melalui sekolah hijau di
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Government and NGO Partnership

Sekolah hijau merupakan program
pendidikan  berbasis lingkungan  untuk
penanaman nilai perlindungan dan
pelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki
komitmen setiap tahunnya terdapat satu
program sekolah hijau pada setiap tingkat
pendidikan sekolah di Kabupaten atau Kota.
NGO dapat menjadi mitra untuk mendukung
komitmen pemerintah dalam
mengembangkan program sekolah hijau di
tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten.
Kemitraan yang dilakukan World Vision di
Sambas melalui pengembangan program
sekolah hijau ditingkat pendidikan dasar
(Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

Berdasarkan perencanaan
pemerintah terhadap pendidikan lingkungan
di Indonesia, World Vision memperkenalkan
konsep sekolah hijau kepada Kementerian
Pendidikan  Nasional sehingga dapat
beroperasi dengan nota kesepakatan antara
NGO tersebut dengan pemerintahan
Kabupaten Sambas yang diwakili Dinas
Pendidikan (Tribun Pontianak, 2012).

Salah satu hubungan pemerintah dan
NGO vyakni dukungan dari Bupati Sambas
pada saat pertemuan regional perwakilan
World Vision di Indonesia se-Kalimantan
Barat. Bupati Sambas Dr. Hj Juliarti Djuhardi
Alwi MPH memberikan apresiasi
pelaksanaan program sekolah hijau di
kecamatan Teluk Keramat dan Sajingan
Besar (Pemkab Sambas, 2014). World Vision



juga bekerjasama dengan Dinas Perhutanan
dan Perkebunan Kabupaten Sambas
melakukan penanaman 500 batang bibit
pohon hutan di beberapa sekolah yang
menjadi program sekolah hijau World Vision
(Lumbanraja, L., 2013).

KESIMPULAN

World Vision sebagai NGO
bekerjasama dengan Indonesia  untuk
memberdayakan masyarakat melalui sekolah
hijau. Pemberdayaan dilakukan karena
kesadaran pemerintah belum  dapat
mengikutsertakan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan dan juga
masyarakat tidak memiliki daya untuk
menjaga dan melestarikan hutan dari
ekspansi perkebunan kelapa sawit. World
Vision mempengaruhi masyarakat setempat
untuk terlibat melestarikan lingkungan dari
kerusakan hutan dan juga meningkatkan
kondisi ekonomi melalui penanaman jenis
vegetasi hutan yang dapat diproduksi.
Pendidikan lingkungan merupakan cara
penyadaran agar dapat diterapkan oleh para
pengajar di Sambas sehingga berdampak
bagi masyarakat untuk tetap menjaga
kearifan lokal yang dimulai dari sekolah.

Upaya advokasi seperti kampanye
dilakukan untuk membantu masyarakat
memiliki haknya kembali atas pendidikan
sesuai kondisi lingkungan di Sambas dan
bahan pertimbangan pemerintah
menindaklanjuti ESD. Pemerintah juga
menjadikan NGO seperti World Vision
sebagai mitra pemerintah mengembangkan
pendidikan  lingkungan  hingga tingkat
Kabupaten.

Pelatihan yang diberikan NGO
seperti World Vision membantu kekuatan
masyarakat untuk menggunakan potensi
lokal melalui sekolah hijau. Kemitraan
perwakilan World Vision dengan pemerintah
tingkat daerah melalui kesepakatan dengan
Dinas Pendidikan di Kabupaten Sambas,
membuat  pendidikan  lingkungan  dan
disesuaikan dengan adanya lokakarya guna
berbagi informasi pendidikan di Sambas.

Pelaksanaan sekolah hijau di
Kabupaten Sambas masih memiliki
kelemahan karena penjangkauannya belum
menyeluruh. Kelemahan lainnya adalah

usaha pelestarian tersebut tidak dapat
mengurangi deforestasi yang terjadi di
Sambas hingga tahun 2014. Namun
pelaksanaannya dikatakan berhasil karena
upaya penyadaran pendidikan lingkungan
mendapat dukungan dari  pemerintah
Kabupaten Sambas. Masyarakat dapat
berpartisipasi menerapkannya hingga
beberapa sekolah lainnya melalui
pembentukan tim sosialisasi program sekolah
hijau.
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